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PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGA]
NOMOR 3¢ TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
ayat’(1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit - Pelaksana Teknis Dinas dan memperhatikan
Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor
061/8232/0RG tanggal 4 November 2020 Hal
Rekojmendasi Pembentukan UPTD Kabupaten
Serdang bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai;

1, Undaﬂg~tlndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun’ 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negaré Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151,
T&imba@han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Nomor 1 Tahun 2004 tentang .
Negara (Lemibaran Negara Republik
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4355 ) ;




4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5494);
(-\ 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
0"’ 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Layanan Umum ( Lembaran

Negara Reépublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan

(Lembaran  Negara

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2017);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak;

15.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

26/PERMEN-KP/2016

Pedoman Nomenklatur Peragkat Daerah dan Unit Kerja

Indonesia  Nomor

tentang

pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Urusan di bidang Kelautan Dan

Perikanan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/PERMENTN/OT.010/8/2016 tepntang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dings Urusan Pangan

dan Urusan

Pertanian  Daerah

Provinsi dan
Kabupaten/Kota,;

17.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur,
Tugas Perangkat

Pemerintahan Bidang Perdagangan;

dan Fungsi daerah  Urusan

18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat;

19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.74 /MENLHK/
tentang

Daerah Provinsi dan

melaksanakan Urusan
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20.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

22.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai,

23.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat asDaerah
(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
Per t Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu
pabtpd/yvali  kota dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

wy P
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enggaraan Urusan Pemerintahan yang

gbupaten/kota.

ekuasaan pemerintahan yang menjadi
pelaksanaannya dilakukan oleh
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8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai yang selanjutnya disebut Setdakab.

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab.

14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang
selanjutnya disebut Setwan.

15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang
selanjutnya disebut Sekwan.

16. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pelaksana urusan pemerintahan
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

17. Badan Daerah adalah unsur penunjang tugas Bupati.

18. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, yang selanjutnya pimpinan Inspektorat disebut
Inspektur.

19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serdang
Bedagai.

20. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.

21. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sesuai bidang keahliannya di luar
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

22. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas terdiri UPT
Dinas Lingkungan Hidup, UPT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPT Dinas
Kesehatan, UPT Dinas Pertanian, UPT Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Dinas
Kepemudaan, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan, UPT Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu
satuan organisasi.

24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

Lagas-—-aerkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
Janisr dan Eeteram ilan tertentu.

kelornpok jabatan yang berisi fungsi
pelayanan publik serta administrasi
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BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan

sebagian kegiatan

teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya.

(3) UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.
b.
e.

[

e

T

P.

k

1
m.
n
0

UPTD Instalasi Farmasi,

UPTD Public Safety Center (PSC) 119;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan
Daya Air Wilayah I;

. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan

Daya Air Wilayah II;

. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan

Daya Air Wilayah III;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan
Daya Air Wilayah IV;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan
Daya Air Wilayah V;

UPTD Pemeliharaan den Pengawasan Jalan Jembatan dan
Daya Air Wilayah VI;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan
Daya Air Wilayah VII;

UPTD Pelayanan Air Minum,;

UPTD Laboratorium Lingkungan;

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

UPTD Kebun Bibit;

UPTD Metrologi Legal;

UPTD Balai Benih lkan Melati II;

Bedagai

Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber
Sumber

Sumber

UPTD Pengelolaan Kawasan Replika dan Kawasan Mesjid Agung.
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tugap teknis tLpera

(2) UPTD Kabupaten Perada di sfty atali beberapa kecamatan.

(3) UPTD di Lingkun
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai

dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

(4) Kedudukan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yaitu :

a.

k.

UPTD Instalasi Farmasi berkedudukan dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan;

UPTD Public Safety Center (PSC) 119 berkedudukan dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah I berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah Il berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah III berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah IV berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah V berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah VI berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber
Daya Air Wilayah VII berkedudukan dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

UPTD Pelayanan Air Minum berkedudukan dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

UPTD Laboratorium Lingkungan berkedydukan dan

Lertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

dan Anak berkedudukan dan
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m. UPTD Kebun Bibit berkedudukan dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas Pertanian,

n. UPTD Metrologi Legal berkedudukan dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

0. UPTD Balai Benih Ikan Melati II berkedudukan dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;

p. UPTD Pengelolaan Kawasan Replika dan Kawasan Mesjid Agung

berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kepemnudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(_\ (1) Susunan Organisasi UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; ddn

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Peraturan Bupati ini;

(3) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

(1)

berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan

pendidikan non formal, Puskesmas dan Rumah sakit daerah.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Pasal 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan

Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang

e nsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan
T :

; X o b erey deng ' enctapan kebijakan daerah;

.m“"’ B”fﬂb) an sif; AM!M :a dimaksud pada ayat (1), wilayah
i—Qtdﬂ | TD dagat melamphuigbajas wilayah administrasi kecamatan
iﬁ’ﬁf‘f@? l/  Ha dgerahny afcll:%g%dak m *wahkan UPTD lainnya.
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Bagian Kesatu
Uraian Tugas

UPTD Instalasi Farmasi

Pasal ©

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas :

a.

y o

melaksanakan kebijakan teknis di bidang obat dan perbekalan

farmasi lainnya,;

. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang obat

dan perbekalan farmasi lainnya;

. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

tugas pada instalasi farmasi,

. mempersiapkan pelaksanaan, perencanaan kebutuhan obat-obatan,

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;

. melaksanakan penerimaan, pendistribusian obat-obatan, alat

kesehatan, dan perbekalan kesehatan ke unit pelayanan kesehatan
masyarakat,
melaksanakan  pengelolaan  administrasi umum  meliputi

kesekretariatan, program, kepegawaian, perlengkapan dan

organisasi Instalasi Farmasi;

. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan obat-obatan, alat

kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;

. melaksanakan pengelolaan administrasi obat-obatan, perbekalan

kesehatan dan persediaan farmasi lainnya;
melaksanakan koordinasi kegiatan dan operasional dalam
penyelenggaraan program kesehatan dengan pihak terkait;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi mempunyai

uraian tugas :

a.

melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana

dan program kerja,

' AP H;mmdun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(gL Bypri

mef)yiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan
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. menyiapkan bahan penyﬁsunan petunjuk teknis tentang rencana

kerja dan pemberian pelayanan administrasi unit pelaksana teknis

dinas;

 melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan dilingkungan unit

kerje;

. menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait

bidang tugasnya,

_melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

. membimbing bawahan pada sub bagian tata usaha sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi untuk menjamin kelancaran tugas;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas
UPTD Public Safety Center (PSC) 119
Pasal 7

(1) Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan sesuai rencana strategis dan rencana kerja

Dinas Kesehatan,
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data untuk

menyusun petunjuk teknis operasinal kegiatan unit pelaksana
teknis dinas PSC 119;

. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan, tugas, dan

fungsinya;,

. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

. melaksanakan kegiatan urusan pelayanan kegawatdaruratan

kesehatan terpadu dengan menggunakan aplikasi cqgll center 119,
memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur,
ketersediaan ruangan di rumah sakit, kemampuan tiap rumah sakit,
ketersediaan ambulans pra rumah sakut, dan memberikan informasi

lainnya yang berhubuiigan dengan kegawatdaruratan keschatan,

2ARAF H]Emm rikan layanan gawat darurat pra rumah sakilt;

WAkl Byt

el anakan konsultasi, koordinasi dan menjalin kerjasama
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1.

melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas;dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Public Safety Center (PSC)

119 mempunyai uraian tugas :

a. merencanakan kegiatan pada subbagian tata usaha sesuai dengan

0

rencana strategis unit pelaksana teknis dinas public safety center

119 untuk kelancaran tugas;

. membagi tugas administrasi pada sub bagian tata usaha sesuai

dengan tugas dan fungsi untuk menjamin kelancaran tugas;

. membimbing bawahan petugas administrasi pada sub bagian tata

usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menjamin
kelancaran tugas;

. memeriksa hasil kegiatan administrasi pada sub bagian tata usaha

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk menjamin kelancaran
tugas,

. menyusun laporan tahunan (data profil) unit pelaksana teknis dinas

sesuai dengan hasil kegiatan/program unit pelaksana teknis dinas
public safety center 119;

mengadakan pengawasan , pengendalian, dan penilaian hasil kerja
berdasarkan rencana kerja untuk menjamin kelancaran dan
efektifitas kinerja;

. mengadakan pengawasan , pengendalian, dan penilaian terhadap

pelaksanaan kegiatan/program berdasarkan rencana kerja;

. mengevaluasi hasil kegiatan uait pelaksana teknis dinas public safety

center 119 yang meliputi administrasi, keuangan, urusan
kepegawaian dan surat menyurat;

melaporkan hasil kegiatan yang sudah dievaluasi sebagai bahan
informasi/ pertanggungjawaban terhadap kepala unit pelaksana
teknis dinas public safety center 119;
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. melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data untuk

menyusun rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang
dibidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase,
penataan ruang dan bangunan yang berkaitan dengan urusan
pelaksanaan tugas yang ada di wilayahnya serta melaporkan

hasilnya kepada Kepala Dinas;

. melaksanakan tugas survey, pengawasan dan pengendalian bidang

jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase penataan ruang
dan bangunan yang berkaitan dengan urusan pelaksanaan tugas
yang ada di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Kepala

Dinas;

. melaksanakan tugas pemeliharaan dan perawatan baik rutin

maupun berkala dibidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi
dan drainase yang berkaitan dengan urusan pelaksanaan tugas yang

ada di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;

. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam pelaksanaan

tugas bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase
penataan ruang dan bangunan yang berkaitan dengan urusan

pelaksanaan tugas yang ada di wilayahnya serta melaporkan

hasilnya kepada Kepala Dinas;
melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan

yang ada diwilayah peiaksanaan tugasnya serta melaporkan hasilnya

kepada Kepala Dinas;

. mengikuti musyawarah rencana pembangunan dibidang jalan,

jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase penataan ruang dan
bangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang ada

diwilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;

.melaksanakan pendelegasian tugas dari kepala bidang dengan

persetujuan Kepala Dinas;

memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas baik secara

-
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L.

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pemeliharaan dan

Pengawasan Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air mempunyai uraian

tugas :

a.

melaksanakan penyiapan data sebagian bahan penyusunan rencana

strategis serta rencana kinerja;

. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian unit pelaksana

teknis dinas;

. menyusun laporan realisasi pelasaksanaan program kegiatan dan

anggaran serta rencana kinerja tahunan Unit Pelakana Teknis Dinas;

. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis Dinas;

. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik Unit Pelaksana

Teknis Dinas;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPTD dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pada UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf 1 dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g berlaku

untuk seluruh UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Jembatan dan

Sumber Daya Air yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Keempat
Uraian Tugas
UPTD Pelayanan Air Minum
Pasal 10

mempunyai tugas :
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1.

melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program kerja
UPT Pelayanan Air Minum;

melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan,
urusan rumah tangga dan perlengkapan, aset dan kepegawaian
UPT Pelayanan Air Minum,;

menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan kebutuhan
UPT Pelayanan Air Minum;

melakukan urusan pemeliharaan, pengamanan serta pengaturan
penggunaan barang inventaris UPT Pelayanan Air Minum,
menyusun rencana anggaran UPT Pelayanan Air Minum;

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas,

. membuat SKP;
. melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;

.menghimpun dan menelaah peraturan Perundang-undangan

berkaitan dengan tugas dan fungsi UPT Pelayanan Air Minum;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
. melaporkan hasil pelaksanaan. tugas kepada kepala dinas.

. Urusan Kepegawaian, terdiri dari :

melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT
Pelayanan Air Minum;

merekomendasikan pemberhentian dan pensiun Tenaga Kontrak
di lingkungan UPT Pelayanan Air Minum,

merekomendasikan permohonan izin belajar atau tugas belajar
bagi PNS di lingkungan UPT Pelayanan Air Minum,;
merekomendasikan penerbitan cuti bagi PNS di lingkungan UPT
Pelayanan Air Minum;

merekomendasikan kenaikan pangkat anumerta kepada PNS
pada UPT Peclayanan Air Minum dalam melaksanakan tugas
kedinasannya,;

menyampaikan usul kenaikan pangkat pegawai UPT Pelayanan

Air Minum sesuai ketentuan yang berlaku;

- buat SKP pegawai UPT Pelayanan Air Minum untuk
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c. Urusan Keuangan, terdiri dari :

3.

2.

menyusun dan mengusulkan rencana anggaran UPT Pelayanan
Air Minum;
mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran keuangan

UPT Pelayanan Air Minum.

d. Urusan Aset, terdiri dari :

1

mendata/menginventarisasi, memelihara serta mengawasi

kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana baik barang

bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di lingkungan
wilayah kerja UPT Pelayanan Air Minum,;

melaporkan secara berkala kondisi barang inventaris UPT

Pelayanan Air Minum,; -

mengusulkan kepada kepala dinas pengadaan barang-barang

inventaris kebutuhan UPT Pelayanan Air Minum,

melaksanakan pemeliharaan barang inventaris yang ada di

kantor UPT Pelayanan Air Minum.

pengembangan  Sistem = Penyediaan, Perlindungan dan

Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum, terdiri darij :

a. menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat,
bersih dan produktif;

b. mengusulkan rencana pembangunan, perluasan, pengelolaan,
pemeliharaan, rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi fisik
(teknis) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan,
peran serta masyarakat dan hukum) penyediaan pelayanan
air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih
baik;

c. melaksanakan langkah-langkah pengembangan penyediaan
pelayanan air minum yang diselenggarakan dengan
pengembangan prasarana dan sarana air minum;

d. melaksanakan sistem penyediaan pelayanan air minum
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dan perlatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/ atau
bangunan sarana pembawa air minum serta
perlengkapannya.

6. Supervisi Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Minum terdiri dari :

a. mengkoordinir penjagaan keperluan konservasi dan
pencegahan kerusakan lingkungan atas penggunaan air
baku khususnya dari air tanah dan mata air;

b. mengkoordinir proses pembuangan air limbah dan
persampahan yang dihasilkan dari proses pengelolaan
pelayanan air minum;

c. mengkoordinir pelaksanaan pengolahan air baku menjadi air
bersih melalui proses fisik, kimiawi dan/ atau biologi serta
memelihara bangunan pengolahan dan perlengkapannya,
perangkat operasional, alat pengukuran dan perlatan

C\ pemantauan bangunan penunjang pelayanan air minum,
serta jaringan distribusi;

d. mengkoordinir pelaksanaan upaya peningkatan kuantitas,
kualitas air dan kontinuitas pelayanan air minum;

e. mengkoordinir pelayanan sambungan rumah, hidran umum
dan hidran kebakaran;

f. mengkoordinir pengelolaan teknis (kegiatan operasional,
pemeliharaan dan pemantauan air baku, produksi dan
distribusi) dan pengelolaan non teknis (administrasi dan
pelayanan) berkaitan dengan pelayanan air minum.

0

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Air Minum
mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan data sebagian bahan penyusunan
rencana strategis serta rencana kinerja;
b. membimbing bawahan untuk tekun melaksanakan tugas;
c. mengecek tugas-tugas yang telah diberikan kepada bawahan
secara rutin;
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Bagian Kelima
Uraian Tugas
UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 11
(1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana Kkerja di bidang Laboratorium Lingkungan
berdasarkan sasaran dan program Kerja tahunan Dipas yang telah
ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional secara
lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat
dipahami secara baik dan benar;

c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Kepala Subbagian

(\ Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
' melaksanakan tugas baik secara preventif maupun reprensif untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perencanaan, peralatan, perlengkapan, aset, dokumentasi dan
arsip;

e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan Pelayanan
Laboratorium Lingkungan yang meliputi Pengambilan Contoh Uji
dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan sesuai dengan
petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas

O berjalan lancar;

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas sesuai
dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

g. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang

tertentu pada UPTD Laboratorium Lingkungan, baik secara lisan

lainnya yang berkaitan dengan

D Laboratorium Lingkungan yang




(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan

mempunyai tugas :

a.

menyusun program kerja unit pelaksana teknis dinas berdasarkan
sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;,

membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan
secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat
dipahami secara baik dan benar;

melakukan pengawasan dan evaluasi kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan
manajemen operasional dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
pedoman dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian yang
meliputi Pendidikan dan Pelatihan, [jin, Cuti, Kesejahteraan
Pegawai, inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawali,
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan,
Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta
Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan
surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi
dan informasi untuk tertib administrasi,

melaksanakan pengelolaan wurusan perlengkapan dan rumah
tangga yang meliputi inventarisasi, pengaturan penggunaan dan
pengaturan barang inventaris;

melakukan perencanaan, pengadaan, usulan penghapusan sarana

dan prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan, pemeliharaan,
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pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

melaporkan pelaksanaan kegiatan baik lisan maupun tulisan
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan
keputusan;

mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala unit
pelaksana teknis dinas laboratorium lingkungan, mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas baik
secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Kepala UPTD

Laboratorium Lingkungan.

Bagian Keenam
Urain Tugas
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:

a.

melakukan penyusunan rencana kerja unit pelaksana teknis dinas
perlindungan perempuan dan anak;

melakukan penyusunan rencana anggaran pelaksana teknis dinas
perlindungan perempuan dan anak;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
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m.

menetapkan Memo Rujukan,;

menyampaikan memo rujukan kepada pimpinan Untuk
mendapatkan persetujuan/diketahui;

mempelajari dan menyetujui daftar kasus yang telah divalidasi
untuk dikelola dalam pertemuan,

melakukan pertemuan internal terkait persiapan pelaksanaan
pengelolaan kasus;

mempelajari dan menyetujui kebutuhan pelaksanaan pengelolaan
kasus;

memastikan persiapan pelaksanaan pengelolaan kasus;
melaksanakan pengelolaan kasus sesuai standar operasional
prosedur;

mempelajari dan menyetujui hasil laporan pelaksanaan pengelolaan
kasus;

mempelajari dan menyetujui penyediaan kebutuhan untuk
menindaklanjuti hasil rekomendasi atas penyelesaian kasus korban
termasuk surat rujukan kepada lembaga atau institusi rujukan;
menyiapkan pengantar laporan pelaksanaan dan dokumen lainnya
termasuk rujukan eskalasi kasus kepada kabupaten terkait
pelaksanaan pengelolaan kasus kepada kepala dinas;

melaporkan  hasil pelaksanaan  pengelolaan kasus dan
menyampaikan permohonan eskalasi kasus ke kabupaten kepada

Kepala Dinas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan

dan Anak mempunyai tugas :

a.

£

menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di Sub Bagian Tata Usaha

e £ LNy
AR R %RKHL&) ri petujprerk

SES if dengan “ﬁflf’ﬂ‘ﬂﬁﬁaﬁf nggung jawab;

{ haapuL Pk

‘tugas kepada bawahan di Sub
giag Tata Yseteagesuju

an peraturan dain prosedur yang

oty toots

B&Sen &

r agar ti&ﬂ%adi

i
enyg¢lia pelaRsSarreamt bawahan Sub Bagian Tata Usaha

an dalam pelaksanaan tugas;

' b“‘ﬁﬂ‘

Carg berkals ppgligde algne aturan dan prosedur yang berlaku

ey 13

/

Ttk mencapet-target-lidesia yang diharapkan;



mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Tata
Usaha dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara perkala;
menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
membantu  Penyusunan memo  terkait ketidakmampuan
penyelesaian kasus;

mendistribusikan Memo Rujukan kepada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang lebih tinggi;
menyusun daitar kasus yang akan dikelola;

mengajukan daftar kasus yang akan dikelola dalam pertemuan
beserta hasil identifikasi kebutuhan sumber daya untuk
pelaksanaan pertemuan kepada pimpinan (Kepala Unit Pelaksana

Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak);

. mendapatkan persetujuan dari pimpinan (Kepala Unit Pelaksana

Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak)

mempersiapkan pertemuan internal dinas terkait persiapan
pelaksanaan pengelolaan kasus;

melakukan pertemuan internal Dinas terkait persiapan
pelaksanaan pengelolaan kasus;

mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan kepakaran yang
diperlukan dalam pertemuan pengelolaan kasus;

mengajukan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan kasus kepada
pimpinan dinas;

mendapatkan persetujuan dari pimpinan dinas;

mempersiapkan dokumen yang akan disampaikan dalam

pertemuan pengelolaan kasus;
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X.

y.

menyiapkan surat rujukan eskalasi ke kabupaten;
mencatat  pendistribusian arahan Kepala Dinas untuk

diimplementasikan kepada para konselor;

Bagian Ketujuh
Uraian Tugas
UPTD Kebun Bibit

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Kebun Bibit mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan
rencana kerja Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung
jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas
yang diterimanya agar pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai
maksud dan tujuan dari tugas tersebut;

melaksanakan sebagian tugas-tugas Kepala Dinas yang meliputi
koordinasi, pembinaan, pemantauan, pelaporan dan perencanaan
yang berkaitan pembibitan;

mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan tugas sesuai maksud dan
tujuan tugas agar hasil pelaksanaan tugas benar;

melaksanakan pelayanan umuin di bidang pembibitan;
mengumpulkan bahan-bahan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan,;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan baik lisan maupun tertulis;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kebun Bibit mempunyai

kepegawaian di lingkungan Unit

in Bibit;




e. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsi.

. Bagian Kedelapan

Uljaiah_ Tugas
UPTD Metrologi Legal
Pasal 14
(1) Kepala UPTD Metrologi ngal mempunyai tugas:

a. melaksanakan perencanaé.n program kegiatan, penyusunan
renstra, renja, RKA Unit Pélaksana Teknis Dinas Metrologi Legal;

b. melaksanakan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi
Legal;

@ c. melaksanakan Identiﬁka}si, Pendataan dan Monitoring

Kemetrologian;

d. menyusun dan Melaksanakan Kegiatan Pei}ingkatan Inovasi dan
Kapasitas SDM Kemetrologian;

e. melaksanakan Sosialisasi, Bimbingan dan Penyuluhan
Kemetrologian;

f. rpelaksanakan Pemeriksaétan, Pengujian dan Peinbubuhan Cap
Tanda Tera Terhadap Alat UTTP (Peneraan) (Apabila Kepala UPT
adalah peneral;

g. melaksanakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Kemetrologian,;

m h. melaksanakan Pelayanan Tera-Tera Ulang UTTP (Pelayanan di

i dalam kantor (Sidang Dalam Kantor), Pelayanan di Luar Kantor

(Sidang Luar Kantor/ Sidaﬁg 'I‘er-a),' dan Pelayanan di Tempat UTTP

Terpasang (LOKO). Kegie%tan berupa menjadwalkan pelayanan,

menugaskan petugas daﬂ menandatangai ,Surat Perintah Tugas,

Memeriksa setoran rjetrib;us}, Menandatangani Surat Keterangan
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(2

(1)

Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal mempunyai

tugas :

a.

o

]oo oo o

menyiapkan bahan .' penyusunan perencanaan program Kegiatan,
penyusunan renstra, rencana kerja, dan penyusunan RKA Unit
Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal;
melakukan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan;
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
melaksanakan Evaluasi dan pelaporan kegiatan;
melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
tata laksana dokumentasi, kearsipan dan persuratan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok
dan fungsi.
" Bagian Kesembilan
Uraian Tugas
UPTD Balai Benih Ikan Melati II
Pasal 15

Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas:

a.
b.

c.

f
g.
h. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;

i.

menyusun program dan rencana kerja unit pelaksang teknis dinas;
melaksanakan kegiatan koordinasi terkait pengelolaan pembenihan;
mengendalikan produksi benih ikan melalui Cara Pembenihan Ikan
yang Baik (CPIB);

menerapkan teknik pempenihan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur CPIB;

mengendalian mutu benih melalui penerapan CPIB dan sistem
jaminan mutu perbenihan /..sertiﬁkasi;

melaksanakan pembinas;n, teknis perbenihan kepada masyarakat;

melaksanakan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;

melaksanakan tugas administrasi pelaporan dan perbaikan data
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d. melaksanakan pembinaan kepégawaian di lingkungan unit

pelaksana teknis d1nas ba1a1 benlh ikan melati II;
e. melakukan pengelolaan 1nventar1sas1 barang m111k

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
g. melaksanakan tugaé lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsi. |

Bagian Kesepuluh
Uraian Tugas
UPTD Pengelolaan Kawasan Replika dan
Kawasan Mesjid Agung

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Pengelolaén Kawasan Replika dan Kawasan Mesjid Agung

mempunyai tugas:

a. menyusun rencanai‘ program kegiatan sebagai bahan penyusunan
Rencana Strategis sértg Reqcana Kinerja DinaE.S;

b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan
sarana prasarana unit pelaksana teknis kawasan replika dan mesjid
agung; |

c. melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana
unit pelaksana tekni'sﬂ kgquan replika dan m?esjid agung;

d. melaksanakan tugas administrasi umum dan administrasi
keuangan;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,;

f. melaksanakan pemngkatan sarana dan prasarana,

g- melaksanakan tugas lain yang d1benkan oleh pimpinan.
2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Kawasan
Replika dan Kawasan Mesjid Agung mempunyai tugas :

a. melaksanakan penylapan data sebagai bahan penyusunan rencana

_‘%?{ g{ﬁ%@%gm serta rencana kmer_]a,

J2ve ek il | EWMQ pelaksanaan program kegiatan dan

Eria Rencaf’a Kinefia Tahunan;

i .
1] %Bﬁ%emb{n n { kepegawaian di lingkungan unit
SUEUH d1_nas; Vi '

Rggﬁggg@a N invenjtarisasi barang milik daerah;

f. meldksanagkBERNESATtO! 1n#aﬁ evaluasi kegiatan;

g. melaksanadmn—ragaﬁ'lm*'yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.




BAB Y
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
‘ . Pasal 17
Uraian Tugas Jabatan F‘ungsmnal diatur leblh lanjut dengan keputusan

Kepala Dinas.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
Pgsal 18
(1) Kepala UPT Dinas dj Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala

Dlnas melalui Sekretans Daerah Kabupaten.
2) Kepala Subbagian Tata, Usaha, UPT Dinas di Lingkungan Pemerintah

Ff
—
ﬁ

Kabupaten Serdang B.egigg%{ diangkat dan diberhentikgn oleh Bupati

atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

- —

8) Kepala UPT Dinas adalah jabatan struktural Eselon IV.a. atau Jabatan

Pengawas.
1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD adalah Jabatan struktural Eselon

p—
B

IV.b. atau Jabatan Pengaygag.

BAB VI

~ TATAKERJA
© ? ‘Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas operasional secara teknis administratif
Kepala UPTD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. :
) Pertanggung]awaban dan laporan kinerja sebagaumana d1maksud pada

ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

enjalankan ttigas operasional, Kepala UPTD di Lingkungan
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BAB VIII

Pa

KETENTUAN PENUTUP

S?.I ?0

Deéngan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serdang

Bedagai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Peglaksana Teknis Dinas di Lingkunggn Peg;e_ri_ntah Daergh Kabupaten

5S¢

rdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2017 tent?ang Perubahan atas Peraturan PBupati Serdang
Bedagai Nomor 17 ’I‘ahun_; 2017 geptegn?g O;ganisas]i dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas dj Lingkungan Pgmgrintqh Daf:rah Kabupaten
Serdang Bedagai dicabut dan dinysdtakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang meng pt

Peraturan Bupati ini mulai bg rlaku pada tangg diuindangkan.

KABAG _
H KUH .
iuinya, | megngrintahkan pengundangan

Reraturan Bupati ini den sl

bEpgmipataniya dalam Berita Daerah
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Diundangkan di Sei Rampah

D

i.

pada tanggal 30 Vesovbr 2020
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Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal do Trsemidt- 2620

BUPATI SERDANG BEDAGAL,

H. SOEKIRMAN

SEKRETARIS DAERAH KA‘,BUPAT]lEN S@IG BEDAGAI,

1.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

'NOMOR s2
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